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KATA PENGANTAR 
 
 
Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2017 memprogramkan pembinaan implementasi 
Kurikulum 2013 untuk 4.510 SMA yang tersebar di 498 kabupaten/kota dan 34 provinsi, melalui 
kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan implementasi Kurikulum 2013. Kegiatan 
tersebut dilaksanakan bersama oleh Direktorat Pembinaan SMA dan Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan (LPMP) sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Direktorat Pembinaan 
SMA menyiapkan bahan dan materi, melatih fasilitator bimtek penyegaran instruktur, dan 
melaksanakan bimtek penyegaran untuk instruktur provinsi. Sedangkan LPMP melaksanakan 
bimtek penyegaran instruktur, bimtek guru sasaran, dan pendampingan implementasi Kurikulum 
2013 di sekolah sasaran.  
 
Melaksanakan kegiatan tersebut telah dilakukan koordinasi teknis antara Direktorat Pembinaan 
SMA dan LPMP melalui kegiatan rapat-rapat dan workshop dan telah menghasilkan kesepakatan 
tentang pola penyelenggaraan bimtek dan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 tahun 
2017. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dirumuskan dalam panduan ini. Secara garis besar 
panduan ini memuat informasi tentang penyelenggaraan bimtek, pendampingan implementasi 
Kurikulum 2013 di sekolah sasaran, dan pengelolaan bimtek dan pendampingan. 
 
Melalui panduan ini diharapkan penyelenggaraan bimtek dan pendampingan implementasi 
Kurikulum 2017 dapat terlaksana dan terkendali mutunya.  Kepada semua pihak yang terlibat 
dalam kegiatan ini diharapkan dapat membangun komunikasi dan kerjasama yang harmonis agar 
Kurikulum 2013 dapat terlaksana dengan baik di SMA. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  
 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2013 telah menetapkan pentahapan 
implementasi Kurikulum 2013 sampai dengan tahun 2018/2019. Berdasarkan tahapan 
implementasi yang sudah direncanakan, pada tahun pelajaran 2016/2017, jumlah SMA yang 
melaksanakan Kurikulum 2013 sebanyak 4.855, sedangkan pada tahun 2017/2018 akan 
diperbanyak menjadi 60 % dengan tambahan sebanyak 4.510 SMA yang tersebar di 514 
kabupaten/kota dan 34 provinsi. Terhadap 4.510 SMA pelaksana Kurikulum 2013 tersebut, 
pada tahun anggaran 2017 Direktorat Pembinaan SMA dan Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan (LPMP) memberikan pembinaan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) dan 
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013.  
 
Kegiatan bimbingan teknis diberikan kepada guru mata pelajaran dan guru bimbingan 
konseling agar siap melaksanakan pembelajaran dan penilaian sesuai karakteristik Kurikulum 
2013 mulai awal tahun pelajaran 2017/2018. Selanjutnya ketika guru melaksanakan 
pembelajaran dan penilaian di sekolah diberikan pendampingan untuk penguatan 
implementasinya. Tahapan dan strategi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan 
pendampingan implementasi Kurikulum 2013 diuraikan dalam panduan ini.   

 

B. Landasan Hukum  
 
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan;  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ 
Kota; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 

2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan 

Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 
11.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang 

Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar 
dan Pendidikan Menengah; 

12.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan 
pada Pendidikan Menengah; 

13.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Muatan 
Lokal Kurikulum 2013; 

14.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang 
Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 


